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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL 

PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 tentang KUHP 

Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam undang-undang No. 1 

tahun 2023 tentang KUHP bahwasanya presiden dianggap simbol negara yang tidak 

boleh di hina, Pengaturan pasal pencemaran nama baik presiden dan Wakil presiden 

yang dulunya sudah di tiadakan atau dianggap bertentangan dengan UUD 1945, 

putusan Mahkamah konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan 

bahwa pasal penghinaan Presiden dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang 

KUHP bertentangan dengan konstitusi. sedangkan perhari ini Undang-undang No. 

1 Tahun 2023 tentang KUHP termuat kembali mengenai pasal pencemaran nama 

baik presiden, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan 

penelitian hukum normatif berdasarkan permasalahan didalam penelitian ini. 

Penelitian normatif berdasarkan putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 

merupakan penelitian hukum yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan 

menganalisis penegakan hukum dalam tindak pidana penghinaan terhadap martabat 

presiden dan wakil presiden. Salah satu asas yang dikenal dalam tingkat peradilan 

pidana adalah Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law), Asas 

ini menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa 

diskriminasi. Sedangkan yang dimaksud sama di hadapan hukum apakah semua 

rakyat Indonesia atau hanya golongan tertentu saja, dalam teori hukum murni  Hans 

kelsen norma hukum itu ada bukan seharusnya ada. oleh karna itu Tinjauan Yuridis 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tercantum secara eksplisit 

dalam Pasal 218-220. Ketentuan ini menegaskan bahwa serangan terhadap 

kehormatan atau martabat Presiden/Wakil Presiden di muka umum dapat dikenakan 

sanksi pidana penjara maupun denda, namun dengan pengecualian terhadap kritik 

untuk kepentingan umum. Meskipun Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang 

KUHP khususnya Pasal 218-220 ini mengatur tentang penghinaan terhadap 

presiden dan wakil presiden, Pengaturannya bertentangan dengan UUD 1945 yang 

dimanah UUD 1945 ini mengatur kebebasan berpendapat. 
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